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KATA PENGANTAR 
 
         Belajar hukum perdata, seperti membuka lembaran 

sejarah peraturan perundang-undangan yang bukan hanya di 

Indonesia, tetapi awal terbentuk hukum yang terkodifikasi. 

Sejarah panjang pembentukan hukum perdata awal peradap-

an manusia, penjajahan, kemerdekaan, dan saat ini, telah 

merangkai bingkai keberlakuan hukum perdata di negara 

kita. 

         Hukum perdata adalah segala peraturan hukum yang 

mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan 

orang yang lain (hukum privat), yang menimbulkan hak dan 

kewajiban. Hukum perdata sebagai rangkaian peraturan 

hukum yang mengatur hubungan subyek hukum (orang dan 

badan hukum) yang satu dengan subyek hukum yang lain. 

Contohnya adalah perkawinan, waris, hibah, jual-beli, sewa.  

Tujuan hukum perdata untuk menyelesaikan masalah terkait 

permasalahan orang perorangan dengan bantuan hakim yang 

diselesaikan lewat pengadilan negeri.  

         Pengaturan hukum perdata di di Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata atau Burgelijk Wetboek (KUH 

Perdata/BW), yang unifikasi dinyatakan berlaku untuk selu-

ruh wilayah Indonesia berdasaran UU No. 1 Tahun 1946. 

Sistematika hukum perdata, dalam KUHPerdata/BW ada 

dibagi 4 (empat) buku. Sistematika KUHPerdata/BW Buku 

I tentang Orang (van persoon), yang memuat hukum mengenai 
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diri seseorang dan hukum keluarga (famillie racht), perka-

winan, anak, dan harta perkawinan. 

         Buku Ajar Hukum Perdata, dibatasi untuk pembahasan 

Buku I KUHPerdata/BW saja yang terdiri dari 10 (sepuluh) 

bab pembahasan, dan berbagai pengembangan peraturan 

perundang-undangan yang berkembang, dan mencabut 

peraturan aslinya. Buku Ajar akan, berlanjut pada seri-seri 

berikutnya. 

         Hukum perdata, secara subtansi sangat luas, yang wajib 

diketahui bagi pemula mahasiswa Fakultas Hukum, sebagai 

konsep dasar awal memahami hukum yang berlaku di 

Indonesia. Buku ini menjelaskan secara umum, terkait per-

masalahan dalam Buku I KUHPerdata/BW antara lain: hak 

dan kewajiban sebagai subyek hukum yaitu orang dan badan 

hukum, hukum keluarga, hukum perkawinan, kedudukan 

anak, dan harta kekayaan, domisili, kecakapan bertindak, 

pendewasaan dan perwalian, beberapa perlunakan, peng-

ampuan, dan keadaan tidak hadir. 

       Secara umum, buku ajar perdata sebagai usaha meng-

giatkan literasi (mahasiswa) yang secara keilmuan dan 

teknologi yang berkembang pesat, yang sebenarnya secara 

sarana dan prasarana lebih mudah mencari bahan di internet 

sebagai pola pembelajaran mandiri.  

        Buku ajar ini kumpulan tulisan bahan ajar dari kegiatan 

proses belajar mengajar mata kuliah hukum perdata di 

Univesitas Terbuka untuk pertama kali sebagai tim tutor. 

Secara kapasitas saya menyadari keilmuan saya yang terbatas 

dalam hukum perdata, selama ini saya bergulat keilmuan 
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bidang hukum lingkungan. Untuk itu segala masukan, diskusi 

dan kolobarasi serta kerjasama yang kami lakukan dengan 

teman/kolega atas perkembangan hukum perdata saat ini 

dan yang akan datang.  

         Buku ajar keilmuan pengetahuan dasar mengenai mata 

kuliah hukum perdata, yang dibatasi dalam Buku I 

KUHPerdata/BW, yang dasar titik anjak memahami konsep, 

asas, teori bagi mahasiswa yang ingin belajar hukum perdata. 

Perkembangan hukum perdata begitu pesat, dan banyak 

literasi yang sudah ada, menjadikan Buku Ajar sebagai 

pelengkap untuk memperbanyak literasi mahasiswa  

         Terimakasih Ibu Dr Emilda Kuspraningrum, S.H., 

M.Kn. sebagai, teman/kolega, yang membantu, mengarah-

kan, diskusi dan berbagi dan kontruksi hukum perdata ke 

depan, dalam meningkatkan keilmuan dan menambah 

wawasan untuk tetap belajar dan berkarya. Banyak sisi-sisi, 

aspek, dan perkembangan yang tidak saya pahami, akhirnya 

tercerahkan atas perdebatan, diskusi, pendalaman keilmuan 

hukum perdata yang beliau expert di bidang keilmuannya. 

Semoga Buku Ajaf manjadi kolorabasi dan kerjasama yang 

akan meningkatkan literasi kita, sebagai pengajar. 

         Terimakasih Ibunda saya (Yasitin Bin Kasmadi) 

almarhumah, beliau meninggal dunia pada tangga 1 Maret 

2022. Kehilangan yang tidak bisa ucapkan dengan kata-kata, 

kesedihan yang tidak uraikan, namun saya percaya Allah 

SWT akan menjaga amaiin. Buku Ajar ini, saya dedikasikan 

buat ibunda tercinta, yang mengantar saya mencapai karir 
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dengan gelar pendidikan S3. Jasamu akan terpatrih dalam 

hati, tiada hal bisa membalas apa pun ibunda lakukan, hanya 

doa dalam setiap sujutku menghadapNYA. Untuk suamiku, 

Evans Sofanus teman setia yang mendorong diri tetap 

berkarya, melihat ke depan, dan habit menulis terimakasih 

atas semua hal kecerian, kegembiraan, senyum, dalam suka 

duka yang sudah diberikan.   

        Tiada hal yang sempurna yang kita buat, semua 

kepunyaan Allah. Selalu melakukan kebaikan sampai akhir 

hayat dengan menulis, karena itu cara kita dosen berbicara 

dengan peradapan. Hal yang indah bisa memberi manfaat 

dan berdampak bagi orang-orang dimana pun berada, itulah 

amal jariah kita sepanjang hayat. Semoga bermanfaat  

 

 

Samarinda, 1 Mei 2022 

 

 

       (Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.)  
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BAB I 

KONSEP DASAR HUKUM PERDATA 
 

“Jalan terdekat untuk meraih kemuliaan adalah dengan berusaha keras 

menjadi apa yang anda inginkan dan sesuai dengan  

apa yang anda pikirkan.” 

(Socrates) 

 

Sub-CPMK: 

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar hukum perdata, yang 

meliputi pengertian hukum perdata, ruang lingkup perdata dan 

sistematika hukum perdata. Strategi pembelajaran dengan tutorial 

dan belajar mandiri secara efektif, dan evaluasi dilakukan dengan 

memberikan latihan soal. 

 

A. Pengertian Hukum Perdata 

1. Istilah Hukum Perdata 

anusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan 

manusia yang lain dalam kehidupannya, baik secara 

sosial, ekonomi, budaya, termasuk dalam hukum. Aktivitas 

manusia satu dengan lainnya dalam satu kelompok, 

membentuk namanya hukum. Hukum terbentuk antara 

orang satu dengan orang lain, antara badan hukum satu 

dengan badan hukum lainnya, antara orang dan badan 

hukum melakukan hubungan-hubungan hukum dalam 

hukum perdata. 

         Secara kaidah hukum orang, masuk dalam kaidah 

hukum perdata/ privat. Lawan dari hukum privat adalah 

M 
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hukum publik. Secara garis besar hukum itu dibagi hukum 

publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang 

mengatur hubungan antara manusia sebagai warga negara 

dengan negaranya. Hukum privat adalah ketentuan hukum 

yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia 

lainnya sebagai anggota masyarakat dalam suatu negara.    

Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh 

Prof. Djojodiguno sebagai terjemahan dari burgerlijkrecht pada 

masa pendudukan Jepang. Istilah ini sinonim dengan hukum 

perdata adalah civielrecht dan privatrecht.1 Secara istilah ruang 

lingkupnya, hukum perdata dalam arti luas, meliputi hukum 

privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur 

kepentingan-kepentingan perseorangan. Istilah perdata lazim 

dipakai sebagai lawan dari pidana. Model istilah sering 

disebut hukum sipil untuk hukum privat materiil, dan istilah 

sipil lazim dipakai sebagai lawan dari militer. 

         Istilah hukum perdata, dalam arti yang sempit, sebagai 

lawan hukum dagang, seperti dalam Pasal 102 Undang-

Undang Dasar Sementara (UUDS), yang menitahkan 

pembukuan (kodifikasi) hukum di negara Indonesia terhadap 

hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil mau-

pun hukum pidana militer, hukum acara perdata dan hukum 

acara pidana, serta susunan dan kekuasaan pengadilan.  

Istilah perdata telah diterima secara resmi untuk 

pertama kali dan dicantumkan dalam peraturan perundang-

                                                           
1 Salim, 2021, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (KUHPERDATA/BW), 

Bumi Aksara: Jakarta, hlm 5 
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undangan Indonesia di Pasal 15 ayat (2), Pasal 144 ayat (1), 

Pasal 156 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) Konstitusi RIS 

Tahun 1948, dan Pasal 15 ayat (2), Pasal 101 ayat (1) dan 

Pasal 106 ayat (3) UUDS Tahun 1950.  

         Secara bahasa, istilah hukum perdata, dalam bahasa 

Inggris, dikenal dengan istilah civil law. Kata civil berasal dari 

bahasa Latin yakni, civis yang berarti warga negara. Civil law 

atau hukum sipil merupakan hukum yang mengatur tentang 

masalah-masalah yang berkaitan dengan hak-hak warga nega-

ra dan/atau perseorangan. Secara umum banyak literatur 

yang ditulis para sarjana, berbagai macam definisi hukum 

perdata, terkadang satu sama lainnya berbeda-beda.  

         Namun tidak menunjukkan perbedaan yang prinsipil 

secara teori, konsep dari hukum perdata tersebut. Kebanyak-

an para sarjana menganggap hukum perdata sebagai hukum 

yang mengatur kepentingan perseorangan (pribadi) yang 

berbeda dengan hukum publik sebagai hukum yang 

mengatur kepentingan umum (masyarakat). 
 

2. Pengertian Para Ahli Hukum    

Pengertian hukum perdata menurut berbagai para ahli 

hukum dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a) Subekti 2 

Hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum 

perdata baik dalam arti hukum perdata material (segala 

hukum yang mengatur kepentingan perseorangan). 

 

                                                           
2 Zainal Asikin, Op. Cit, hlm 94 
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139) Menyikapi Naskah Akademik RUU Kohati, 20 Januari 

2011  

140) Kartel Bisnis Pertambagan Kaltim, 27 Januari 2011 

141) Harmonisasi Penataan Ruang Dan Sumber Daya Alam 

Kaltim, 11 Januari 2011 

142) Desain Penataan Ruang dan Pengembangan 

PemekaranDdaerah Kaltim, 24 fabruary 2011 

143) Kawasan Lindung Samarinda, 7 Maret 2011,  

144) Sanksi Adminitrasi Pertambangan Batu Bara Di Samarinda, 

14 Maret 2011 

145) Revisi RTRW Kaltim PenuhKkepentingan, 21 maret 2011 

146) Menhut,Tambang dan Samarinda, 28 Maret 2011 

147) Jamrek Kriminalisasi Pertambangan Di   Kota Samarinda, 5 

April 2011 

148) Satu Koin Untuk Kebersihan Kota Samarinda, 13 

April,2011 

149) Kebersamaan Untuk Menciptakan Samarinda Bersih, 24 

April  

150) Membangun Kerjasama Warga Negara. Pemeirntah, Dan 

Perusahaan-Perusahaan Dalam Mengatasi Masalah 

Keebrsihan Kota Samarinda, 30 April 2011 

151) Legal Opini, Rencana Proyek Miang Besar Coal Termina 

(MBCT) di Kabupaten Kutim, 7 Mei 2011 

152) Ancaman Bagi Lingkungan Hidup Dipulau Terkecil 7 Juni 

2011 

153) Pemetaan Kuasa Pertambangan Di Kaltim, 14 Juni 2011 

154) Mengunggat Penghargaaan Proper Di Kaltim, 21 Juni 2011 

155) Samarinda dikepung Batubara. 1 Juli 2011 
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156) Filosofi Uu No.4 Tahun 2011 Tentang Informasi 

Goespersia, 7 juli 2011 

157) Korban Di Bekas Tambang Batubara Di Kota Samarinda, 14 

Juli  

158) Perlunya Tata Kelola Pertambangan, 28 Juli 2011 

159) Mempidanakan Pejabat Dalam IUP Bencana Lingkungan, 5 

Agustus 2011 

160) Rencana Perda Hoauling, 15 Agustus 2011 

161) Catatan Buram Pengelolaan Sumber Daya Kaltim, 25 

Agustus 2011 

162) Sanksi Tindak Pidana Bakumutu Lingkungan Menurut UU 

No.32 Tahun 2009, Bagian 1, 22 September  

163) Sanksi Tindak Pidana Bakumutu Lingkungan Menurut UU 

No.32 Tahun 2009, Bagian 2, 29 September 

164) Sanksi Tindak Pidana Bada Rekayasa Genetika, 5 Oktober 

2011 

165) Tata Kelola SDA Kaltim Dalam Hubungan Antar Bangsa 

(1), 27 Oktober 2011 

166) Tata Kelola SDA Kaltim dalam Hubungan Antar Bangsa 

(II), 3 November 2011 

167) Tata Kelola SDA Kaltim Dalam Hubungan Antar Bangsa (Bagian III), 

10 November   2011 

168) Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Pertambangan (Bagian I), 

Diterbitkan 17 November 2011 

169) Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Pertambangan (Bagian II) 24 

November 2011 

http://gagasanhukum.wordpress.com/tag/tata-kelola-sda-kaltim-dalam-hubungan-antar-bangsa/
http://gagasanhukum.wordpress.com/tag/tata-kelola-sda-kaltim-dalam-hubungan-antar-bangsa/
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170) Implikasi Otonomi Daerah terhadap Penguasaan SDA 

Kalimantan Timur, 1 Desember  2011. 
 

2012 

171) Banjir Lumpur Tambang Batubara Di Palaran 

Samarinda 

172) Kewajiban Pemkot Dan Peran Masyarakat Samarinda. 

173) Gerakan Masyarakat Samarinda Menggugat Dampak 

Tambang 

174) Penerapan Pidana Lingkungan Hidup Di Kota 

Samarinda 

175) Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup Di Samarinda 

176) BLH Kota Samarinda Dan Kerusakan Lingkungan  

177) Izin Lingkungan Dan Sanksi Administrasi 

178) Mengkritisi Kebijakan Pertambangan Kaltim   

179) Tindak Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Kota 

Samarinda (Bagian I) 

180) Tindak Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Kota 

Samarinda (Bagian II) 

181) Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Bidang 

Pertambangan  

182) Industri Briket Batubara Kota Samarinda 

183) Kegagalan Manajemen Energi 

184) Mengkritisi Penggunaan Bbm Non Subsidi 

185)  Makna Ktt Bumi Rio+20 Bagi Kaltim 

186) Unsur Kelalaian Lima Bocah Di Sumur Bekas 

Tambang 

187) Pentingnya Konferensi Rio+20 
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188) Mengkritisi Revisi Perda Rtrw Balikpapan 

189) Kolaborasi Jalan Hauling Di Taman Nasional Bukit 

Soeharto 

190) Pengendalian Ekspor Mineral 

191) Memprediksi Musim Kemarau Dan Nilai Kearifan 

Lokal 

192) Belajar Pajak Super Pertambangan Untuk Makmurkan 

Rakyat 

193) Membangun Green Religion 

194) Pertambangan Ramah Lingkungan 

195) Filosofi Gugatan Masyarakat Dalam UU PPLH 

196) Akibat Hukum Pencemaran Sungai Sanggata 

197) Menunggu Pelaksanaan Putusan Pengadilan 

198) Tindak Lanjut Langkah Jatam Kaltim 
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